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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penulisan hukum ini dan menganalisis

hasil penelitian berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan

yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Disparitas Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan memang ada terjadi di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun disparitas pidana yang terjadi

tersebut tidak terlalu mencolok. Pada putusan-putusan pemidanaan yang

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dapat disimpulkan

bahwa dalam memidana hakim belum berpedoman pada asas individualisasi

secara seksama, hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yang berisi

tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hanya

diberikan secara singkat saja, dan kurang menggali aspek-aspek kepribadian

pelaku, seperti: kondisi diri terdakwa (keadaan fisik dan psikis), keadaan

sosial ekonomi terdakwa, dan hal-hal lain yang menjadi latar belakang

terjadinya perbuatan terdakwa tersebut.

B. Saran

Di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai

berikut :
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Supaya putusan pemidanaan oleh hakim khususnya terhadap pelaku

tindak pidana pembunuhan dipandang adil sekalipun terdapat disparitas pidana

pada beberapa putusan tersebut, maka hakim harus berpedoman pada asas

individualisasi dalam memidana dengan membedakan terdakwa yang satu

dengan yang lainnya agar pidana yang dijatuhi oleh hakim sesuai dengan

kebutuhan dan setimpal dengan perbuatan terpidana, dan juga dalam

mengadili hakim harus lebih menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Mengharapkan agar masyarakat umum ikut berperan serta dengan hadir

dalam proses persidangan dan mengamati putusan-putusan pemidanaan oleh

hakim tersebut dan juga dapat berperan aktif untuk mengkritisi putusan-

putusan pemidanaan oleh hakim tersebut sesuai, dengan cara yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghimbau agar konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

baru segera diundangkan dan berlaku, karena ketentuan baru mengenai apa

yang disebut “Pedoman Pemberian Pidana” atau “Straf toemetingsleiddraad”,

ini akan lebih membantu hakim menerapkan asas individualisasi pidana dalam

memidana terdakwa.
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